Pendapatan Pajak Daerah - Bapenda Makassar Gelar Sosialisasi Peraturan Pajak

Daerah BPHTB

Sumber Gambar:

https://faktakota.com/pemerintahan/bapenda-makassar-gelar-sosialisasi-peraturan-pajak-daerah-

bphtb/

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengelar sosialisasi peraturan
pajak daerah BPHTB. Kegiatan ini di gelar untuk meningkatkan PAD daerah dan kesadaran
wajib pajak di Makassar.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kota Makassar Mario Said dalam
sambutnya mengatakan penerimaan dari perpajakan tidak dapat dipungkiri memiliki kontribusi
besar terhadap penerimaan daerah. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi
sumber penerimaan.

“Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan
daerah seperti membangun fasilitas umum membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan
kegiatan produktif lainnya,” kata Mario Said dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Mario menjelaskan Pada tahun 2023 data menunjukkan penerimaan pajak daerah di
Kota Makassar mencapa Rp 1,3 Triliun atau 92% dari target pajak sebesar Rp 1,4 triliun.

“Pajak air tanah yang sebelumnya dikenal sebagai pajak air bawah tanah sebagai salah

satu sumber pendapatan daerah pada tahun ini,” jelasnya.
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Mario menyebut beban penerimaan daerah pajak air tanah sebesar Rp 18 miliar. Nilai
ini cukup besar di tahun 2023.

“Artinya hasil pajak tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
yang menopang Pembangunan Daerah,” paparnya.

Mario kemudian berharap semoga dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dapat
memberikan pemahaman dan kesadaran kesadaran Kepada seluruh masyarakat agar senantiasa
sadar dalam taat pajak.

“Kesempatan saya juga ingin menitipkan harapan kepada masyarakat bahwa kegiatan
yang dilaksanakan pada hari ini akan memberikan semangat manfaat bagi kita khususnya
Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.

Tak hanya itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan pajak
daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar menggelar acara sosialisasi mengenai
Peraturan Pajak Daerah terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Acara
ini berlangsung di Aula Bapenda dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk pengacara,
notaris, pengembang, serta masyarakat umum.

Kepala Bapenda Makassar, Ir. Rudianto Lallo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa
sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan
pelaku usaha mengenai peraturan pajak daerah yang berlaku. “Pajak daerah, terutama BPHTB,
adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah kota. Melalui sosialisasi ini, kami berharap
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak,”
ujar Rudianto.

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik
melalui pembelian, hibah, warisan, maupun transaksi lainnya. Pajak ini menjadi salah satu
sumber pendapatan daerah yang signifikan, dan oleh karena itu, penting bagi semua pihak
untuk memahami aturan dan kewajiban yang berlaku.

Acara sosialisasi dibagi menjadi beberapa sesi yang mencakup berbagai aspek
peraturan BPHTB. Materi yang disampaikan meliputi:

Pengenalan BPHTB: Penjelasan dasar mengenai apa itu BPHTB, bagaimana cara
perhitungannya, dan jenis-jenis transaksi yang dikenakan pajak.

Prosedur Pelaporan dan Pembayaran: Informasi tentang langkah-langkah yang harus
diambil untuk melaporkan dan membayar BPHTB, termasuk dokumen yang diperlukan dan
tenggat waktu.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak: Ulasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak,

serta prosedur pengajuan keberatan jika merasa dikenakan pajak yang tidak sesuai.
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Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Pajak: Pengenalan terhadap sistem online
yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran BPHTB.

Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi
dengan para ahli mengenai isu-isu terkait BPHTB. Diskusi ini bertujuan untuk menjawab
berbagai pertanyaan dan klarifikasi yang mungkin dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Rudianto Lallo menekankan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu strategi
Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan
daerah. “Kami ingin memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan dan kewajiban
mereka dengan jelas. Sosialisasi ini adalah langkah awal untuk menciptakan kesadaran dan
memudahkan proses kepatuhan pajak,” ungkapnya.

Selain sosialisasi, Bapenda juga merencanakan berbagai inisiatif tambahan untuk
mendukung kepatuhan pajak, termasuk pelatihan bagi petugas pajak dan pengembangan sistem
informasi yang lebih baik. “Kami akan terus berupaya meningkatkan layanan dan sistem kami
agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat,” kata Rudianto.

Bapenda juga mengundang berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam upaya
meningkatkan kepatuhan pajak. “Kami mengajak notaris, pengacara, dan pelaku usaha untuk
bekerja sama dalam menyosialisasikan peraturan ini di lingkungan mereka. Dukungan dari
semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan ini,” tambahnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, Bapenda Makassar berharap dapat meningkatkan
pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap BPHTB, serta mengoptimalkan penerimaan
pajak daerah. “Kami percaya bahwa dengan informasi yang tepat dan kemudahan dalam
pelaporan, masyarakat akan lebih sadar akan kewajiban mereka dan berkontribusi lebih besar
terhadap pendapatan daerah,” tutup Rudianto.

Acara sosialisasi diakhiri dengan sesi networking, di mana peserta dapat berinteraksi
langsung dengan tim Bapenda dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pajak daerah.
Bapenda berharap bahwa upaya ini akan membawa dampak positif dalam pengelolaan pajak

dan mendukung pembangunan kota Makassar.

Sumber Berita:

1. https://faktakota.com/pemerintahan/bapenda-makassar-gelar-sosialisasi-peraturan-pajak-

daerah-bphtb/ 7 Maret 2024;

2. https://daenginfo.com/bappenda-makassar-luncurkan-sosialisasi-peraturan-pajak-daerah-

untuk-tingkatkan-kepatuhan-bphtb/ 7 Maret 2024.
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Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak
daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8.
Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan
Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan

Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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